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Bab II Tinjauan Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank


Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lain.


Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.                                                                                


Sedangkan menurut B.N. Ajuha yang diterjemahkan oleh Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan” menyatakan bahwa :

“Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik”.




(2002:2)


Dari dua pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kredit untuk membantu masyarakat agar lebih produktif.

2.1.2 Asas, Fungsi, Dan Tujuan Bank

Dalam setiap kegiatan perbankan didalamnya terkandung asas, fungsi dan tujuan yaitu diantaranya :

1.  Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.  Fungsi 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan dana-dana yang disalurkan oleh bank adalah dalam bentuk pemberian kredit.

3.  Tujuan

Secara umum Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.1.3 Jenis Bank

Jenis bank yang terdapat di Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu :

1.  Bank Umum 
Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang besar kepada kegiatan tertentu. Bidang usaha Bank Umum meliputi :

· Memindahkan uang dari satu rekening dengan rekening lain

· Menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka, dan bentuk-bentuk simpanan lainnya.

· Memberikan kredit

· Membeli dan menjual

· Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

· Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

· Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan ketentuan yang ditetapkan pada peraturan pemerintah.

· Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.


2.  Bank Perkreditan Rakyat 

Yaitu bank yang menerima simpanan harta dalam bentuk deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

· Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

· Memberikan kredit

· Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain bidang usaha yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pembatasan atau larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasinya yang meliputi :

· Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

· Melakukan penyertaan modal

· Melakukan kegiatan lain selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan di atas.

2.1.4 Usaha Pokok Bank

           
Bank pada dasarnya merupakan perantara antara Surplus Spending Unit (SSU) yaitu penabung dengan Defisit Spending Unit (DSU) yaitu peminjam, dimana usaha bank ini didasarkan atas empat hal pokok, yaitu :

1.  Denomination Divisibility


Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

2.  Maturity Flexibility


Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU yang bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan. 

3.  Liquidity Transformation

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas atau giro wajib minimumnya. Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan nilai tukar yang relatif stabil.

4.  Risk Diversification


Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil. Berdasarkan keempat usaha pokok bank di atas, maka bank disebut juga Lembaga Kepercayaan.

2.2 Perkreditan

 

2.2.1 Pengertian Kredit


Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Dengan Diberikan rangsangan yaitu balas jasa berupa bunga, hadiah, pelayanan dan balas jasa lainnya.


Aktivitas bank yang kedua adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Alokasi dana yang paling utama dan paling penting bagi kegiatan perbankan konvensional adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.


Pengertian kredit menurut Tucker dalam buku “Ekonomi Koperasi Edisi Revisi” yang diterjemahkan oleh Sri Djatnika yaitu :

“Kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga baik berupa uang maupun barang dengan keyakinan bahwa peminjam akan dapat atau mampu membayar dengan harga atau nilai yang sama di waktu yang akan datang”.

                                                                                                                (2000:15)
Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam buku “Dasar-dasar Perbankan”  menyatakan bahwa : 

“Kredit Merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.      

                                                                                                  (2002:87)                                                  


Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau barang yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Begitu pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit


Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1.   Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. 

2.   Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3.   Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4.   Resiko 

Suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana 

5.   Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. 

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.               

 Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain yaitu :

1.   Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan.

2.   Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3.  Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah :

· Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

· Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini perluasan usaha baru 
· Meningkatkan jumlah barang dan jasa, kredit yang disalurkan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

· Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan kemudian diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara.

Kemudian disamping tujuan diatas, suatu fasilitas kredit ini juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1.  Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2.  Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3.  Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4.  Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya bertambah.
5.  Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6.  Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7.  Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja. Sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran.

8.  Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit


Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

b. Kredit modal kerja

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

b. Kredit konsumtif

c. Kredit perdagangan

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

b. Kredit jangka menengah

c. Kredit jangka panjang

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

b. Kredit tanpa jaminan

5. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian
b. Kredit industri
c. Kredit pendidikan
d. Dan sektor-sektor lainnya

2.2.5 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik pekerjaan maupun pribadi seperti : gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hobi. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan capital juga bias dilihat dari mana saja modal yang ada sekarang

4.  Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya  melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah.
5.  Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Dan hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode 7P adalah sebagai berikut :

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Yaitu mengkalasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. 

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. 

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.


Selain dua prinsip di atas ,ada pula prinsip 3R yaitu 

1.  Return/Returning (hasil yang dicapai)
Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya. 

2.   Repayment (pembayaran kembali)

Pembayaran kembali oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analisis. Hal ini ada hubungannya dengan hasil yang dicapai dan rencana penetapan jadwal pengembalian kreditnya.
3. Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung resiko)

Berkaitan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur apakah ia akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula.

2.2.6  Prosedur Pemberian Kredit


Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

1.   Pengajuan berkas-berkas
Pengajuan proposal pinjaman kredit hendaknya yang berisi antara lain: 

a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan lain-lain.

b. Maksud dan tujuan

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

e. Jaminan kredit

2. Penyidikan berkas pinjaman


Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I dan II

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dan apabila masih terdapat kekurangan diwawancara I maka dilakukan wawancara II.
4. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Kegiatan ini bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Keputusan Kredit


Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

6. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya


Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris

7. Realisasi kredit


Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

8. Penyaluran atau penarikan dana


Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu secara sekaligus atau secara bertahap.

2.2.7  Kebijaksanaan Kredit


Kebijaksanaan perkreditan harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan bank harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. 

· Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia. 

· Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.

· Kehati-hatian artinya besarnya kredit harus hasil dari analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.

Kebijaksanaan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat management action yang akan dilakukan.
Kebijaksanaan perkreditan antara lain :

1.  Bankable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria :

· Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.

· Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.

2.  Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder.
· Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan parasarana bank seperti pembelian kantor, dan mesin. Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. 
· Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur) dan investasi ini sifatnya produktif. 
3. Kebijaksanaan resiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus   memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.

4. Kebijaksanaan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

2.3 Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern


Fungsi Pengendalian (Controlling) merupakan fungsi terahkir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena :

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan

2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana

3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik

4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.



Menurut IAI dalam SPAP menyatakan bahwa :

Pengendalian intern adalah suatu proses dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepatian mengenai persentasi yang diperoleh secara objektif dalam menerapkan tentang bagian :

a. Laporan keuangan yang dapat dipercaya

b. Efisiensi dan efektivitas dalam operasional

c. ketaatan peraturan dan hukum yang berlaku


     (2001:319.2)

Sedangkan menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

                                                                                                   (2002:18)


Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses atau kebijakan yang dilakukan untuk mengatur proses kegiatan perusahaan demi menjaga harta kekayaan perusahaan.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan.

Sedangkan menurut Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” tujuan penerapan pengendalian intern adalah :

1.   Menyediakan data yang andal

Manajemen harus memiliki informasi yang tepat untuk dapat melaksanakan aktivitas usahanya dengan baik. Berbagai jenis informasi dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat.

2.   Mengamankan aktiva dan catatan

Apabila tidak dilindungi dengan suatu pengendalian yang memadai, harta suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau rusak secara tidak disengaja.

3.   Mendorong efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu perusahaan ditujukan untuk menghindarkan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

4.   Mendorong ketaatan pada kebijakan yang ditetapkan

Pengendalian intern memberikan jaminan ditaatinya segala peraturan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.


       (2000:4)
Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi Cetakan Ketiga” menyatakan bahwa tujuan pokok pengendalian intern yaitu :

1. Menjaga kekayaan organisasi

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen


 (2001:164)


Dari  pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pokok dari pengendalian intern yaitu untuk menjaga kekayaan perusahaan dengan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pihak manajemen.

2.3.3  Komponen Pengendalian Intern


Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan tersebut :

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian menentukan corak organisasi yang mempengaruhi kesadaran mengendalikan pegawainya yang terdiri dari :

· Nilai-nilai etika dan integritas

· Keinginan untuk maju

· Partisipasi komite audit dan dewan direksi

· Gaya operasi atau etika bertindak

· Struktur Organisasi

· Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

· Kebijakan dan pelatihan SDM

2. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan, dan meredam resiko dalam upaya pencapaian keseluruhan tujuan secara umum, dapat dikategorikan sebagai berikut :

· Pengendalian pengolahan informasi

· Pemisahan fungsi (tugas) yang memadai

· Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

· Review atas kinerja

3. Risk Assesment (Penaksiran Resiko)

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Penaksiran resiko harus mencakup pertumbuhan khusus terhadap resiko yang timbul dari perubahan keadaan misalnya perubahan standar akuntansi atau perubahan hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

Informasi merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan pencatatan untuk mengatur, memproses, mengikhtisarkan, dan melaporkan suatu transaksi dan untuk menjaga keamanan yang berhubungan dengan harta, kewajiban dan modal. Sedangkan komunikasi adalah proses pemahaman para individual dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan.

5. Monitoring on Performance (Tindak Lanjut)

Merupakan suatu proses untuk menentukan nilai kualitas dari pelaksanaan pengendalian intern dalam jangka waktu yang lama. Hal ini meliputi penentuan rancangan dari operasi-operasi waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.4   Pengendalian Intern Berbasis Komputerisasi

2.4.1  Pengertian Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputerisasi

Pengendalian intern dalam sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu pengendalian dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi dalam suatu organisasi, dan merupakan perubahan sistem yang dulu mengadopsi sistem dengan manual atau menjadi sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan komputer sebagai sarana teknologi yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian tugas.


Menurut Bunafit Nugroho dalam bukunya “PHP dan MYSQL” menyatakan bahwa :

“Komputerisasi adalah suatu kondisi dimana sarana kecanggihan teknologi telah mengubah sistem manual menjadi suatu kegiatan yang didasari dengan fasilitas cepat, dan praktis dengan tujuan untuk mengurangi  human error”.









       (2004:1)

Pengendalian dengan memanfaatkan teknologi komputer, dapat disebut juga dengan pemrosesan data elektronik atau EDP. Sedangkan yang dimaksud dengan EDP adalah sebagai berikut :

Menurut Jogiyanto dalam bukunya “Sistem Informasi Berbasis Komputer” edisi revisi menyatakan bahwa :


Electronic Data Processing merupakan suatu manipulasi data kedalam bentuk yang berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu suatu komputer.


       (2000:3)


Kesimpulan yang dapat penulis ambil mengenai Pengendalian intern dalam sistem informasi berbasis komputer adalah merupakan suatu pengendalian yang memanfaatkan teknologi komputer dimana mengakibatkan adanya suatu perubahan dari sistem manual menjadi sistem komputer, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan menyajikan informasi yang lebih cepat dan akurat.

2.4.2   Karakteristik Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Berbasis   Komputerisasi


Pengendalian intern dalam perusahaan dengan menggunakan sistem manual dalam proses kegiatan akuntansinya lebih menitikberatkan pada orang dalam melaksanakan sistem tersebut, atau dengan kata lain lebih berorientasi pada orang. Sedangkan apabila perusahaan yang dalam pengendalian internnya dibantu dengan menggunakan komputer, maka akan ada pergeseran orientasi dari sistem yang berorientasi pada orang menjadi ke sistem yang berorientasi kepada komputer. Untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaan karakteristik dari keduanya yaitu :

2.1

Perbedaan Karakteristik Pengendalian Intern Dengan Manual 

dan Komputerisasi

	Pengendalian Intern 

dalam Sistem Manual
	Pengendalian Intern 

dalam Sistem Komputer

	Pembagian tanggung pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek silang dan spesialisasi pekerjaan.
	Karena ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer, lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengolahan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi.

	Dilakukan pemeriksaan secar visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem
	komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan atau edit yang semula dilakukan oleh manusia melalui program komputer, sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual.

	Sistem manual menitikberatkan pengendalian di tangan manusia, yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian.
	Sistem komputer menitikberatkan pengendalian melalui program komputer, sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dapat dikurangi.


2.4.3  Komponen Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputerisasi adalah  sebagai berikut :

1. Hardware (Perangkat Keras) 

yaitu peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. Software (Perangkat Lunak) 

yaitu kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis.

3. Brainware (SDM) 

yaitu sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Keterlibatan SDM sebagai pemantau memberikan dampak  kepada manajemen serta ikut menentukan tingkat kesuksesan suatu organisasi perusahaan.

2.4.4  Klasifikasi Pengendalian Intern dalam Sistem Informasi Berbasis Komputerisasi


Mengklasifikasikan pengendalian dilakukan dengan 2 cara yaitu : 
Berdasarkan pengendalian resiko (Risk Aversion)

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Pengendalian ini sangat diperlukan dalam pengolahan data elektronik, karena hal ini dapat mencegah terjadinya masalah. Pengendalian preventif diletakkan di sepanjang proses pengolahan data elektronik. Umumnya unsur pengendalian preventif dilaksanakan sebelum data masuk ke dalam program.
2. Pengendalian Detektif

Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk dimana letak terjadinya masalah. Setelah data sumber disiapkan, diotorisasi, dan diubah kedalam bentuk yang dapat diproses dengan komputer, data tersebut kemudian dikirim dari departemen sumber ke departemen pengolahan data elektronik. Pengiriman data dapat dilakukan secara konvensional (melalui pos atau pengantar) atau melalui alat tranmisi

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian yang dilakukan untuk membantu memperbaiki penyebab kejadian yang tidak diinginkan namun telah terdeteksi, pengendalian ini untuk mengoreksi kekeliruan.

b. Berdasarkan Klasifikasi Setting

     1. Pengendalian Umum (general control)
Pengendalian umum merupakan standard dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melaksanakan fungsinya. Dalam lingkungan berbasis komputerisasi, pengendalian umum meliputi  :

a. Rencana Pengorganisasian pemrosesan transaksi

Rencana organisasi dan pemrosesan data transaksi mencakup pemisahan tugas dalam pemrosesan data dan pemisahan organisasional pemrosesan data dari operasi lainnya.

b. Prosedur-prosedur operasi Umum

Prosedur operasi umum mencakup pedoman tertulis dan dokumentasi lainnya yang menspsifikasikan prosedur yang harus diikuti.

c. Masalah pengendalian peralatan terjadi untuk yang telah terpasang dalam komputer

d. Pengendalian peralatan dan akses data

Meliputi prosedur-prosedur yang memadai, yang berkaitan dengan akses fisik ke sistem komputer dan data, untuk memproteksi atau melindungi peralatan dan file data dari kerusakan atau pencurian.

     2. Pengendalian Aplikasi (application control)
Pengendalian aplikasi bersangkutan dengan ketelitian dan kelengkapan data dalam aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dirancang untuk menjamin bahwa pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang telah diotorisasi dan pemutakhiran arsip induk sehingga dapat menghasilkan informasi yang teliti dan lengkap pada waktu yang seharusnya. Pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi : 

a. Pengendalian Masukan (Input Control)

Yaitu pengendalian dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan pengolahan data. Dalam sistem berbasis komputerisasi pengendalian ini dilakukan untuk konversi data transaksi ke dalam format yang terbaca oleh mesin.

b. Pengendalian Pemrosesan (Proses Kontrol)

Dilakukan untuk memastikan seluruh data diproses secara akurat dan lengkap, tidak terdapat transaksi yang belum diotorisasi, kelayakan progran dan file yang akan diproses dan seluruh transaksi dapat ditelusuri dengan mudah.

c. Pengendalian Keluaran (Output Control)
Pengandalian output yang biasa digunakan adalah dengan mereview hasil pemrosesan untuk keakuratan output dan mengendaliakan distribusi output dengan menggunakan register distribusi. Pengendalian output hanya untuk pemakai yang berhak.

2.4.5 Teknik-teknik Pengolahan Data Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputerisasi


Dalam pengolahan data dengan berbasiskan komputerisasi ada dua jenis teknik yang biasanya digunakan diantaranya yaitu :

a.  Batch Processing System (Pengolahan Berkelompok)


Batch processing system (Pengolahan Berkelompok) yaitu suatu sistem pengolahan data secara berkelompok yang dilakukan secara periodik, artinya data yang akan diproses dikumpulkan dan disimpan dulu sampai terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak atau sampai pada saat yang ditentukan secara periodik. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk proses transaksi rutin yang volumenya besar. Jarak waktu daur proses tergantung pada faktor-faktor :

1. Volume data yang ditangani

2. Ukuran tumpukan yang diinginkan

3. Kapasitas komputer yang digunakan

Pengolahan data dengan sistem ini pada umumnya merupakan himpunan dari beberapa jenis kegiatan atau tahapan yang disebut run. Dengan suatu program khusus, setiap run harus diselesaikan. Sebelum run berikutnya, artinya dilaksanakan satu demi satu secara bertahap sesuai dengan sistemnya, proses bertahap ini dilaksanakan secara berkelompok.

Ada 6 jenis run yaitu :

1. Konversi data yaitu suatu run dalam sistem Batch yang mencakup kegiatan mengubah data dari bentuk yang tidak terbaca komputer ke dalam bentuk yang bisa terbaca oleh komputer.

2. Editing data yaitu pengecekan mengenai kelengkapan, kecermatan, dan validitas (keabsahan) data transaksi dalam setiap batch dengan program khusus untuk editing.

3. Sortir (Penilaian) yaitu 

a. Mengurutkan data transaksi sesuai urutan pada master file
b. Mengurutkan data untuk menyusun laporan atau output lainnya

4.  Pemutahiran (Updating File) yaitu proses memasukan data pada file transaksi  ke dalam master file sehingga mutahir (up to date).

5.  Ekstraksi data yaitu proses mencari file, menarik data yang diinginkan, dan menulis data. Kegiatan ekstraksi file dilakukan jika data yang akan ditampilkan dalam laporan harus disusun terlebih dahulu.

6.  Penyusunan laporan yaitu proses menyiapkan berbagai data dalam berbagai file untuk disajikan secara sistematis.
b.  Immediate Processing System


Immediate processing system yaitu suatu sistem dimana setiap transaksi direkam dan diproses segera setelah terjadi. Artinya setiap transaksi segera direkam dan dibukukan pada masing-masing file yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Dengan demikian, setiap file akan menunjukkan status yang mutahir. Pendekatan ini sangat cocok untuk diterapkan dalam system yang dinamis, yaitu system yang memerlukan informasi yang selalu mutahir.


Sistem Immediate processing system disebut juga interactive processing system atau sistem pengendalian data elektronik karena pengolahan data on-line pada umumnya menciptakan interaksi langsung antara manusia dengan komputer.

Kegiatan dalam sistem on-line :

1.   Editing data

· Kegiatan memasukkan data yang akan diproses, dalam kegiatan ini data diedit untuk menemukan kemungkinan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

2.   Pemeliharaan File

Pada saat dilakukan entry data, petugas akan memberi informasi kepada komputer mengenai :

· Jenis transaksi yang akan direkam

· Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan

Berdasarkan informasi tersebut, komputer akan memanggil program aplikasi bersangkutan dan diaktifkan untuk melaksanakan proses yang diinginkan dalam sistem on-line pada umumnya file yang terpengaruh oleh suatu transaksi berjumlah lebih dari satu.

3.  Permintaan Informasi dari File

Dalam sistem Immediate processing system. Permintaan informasi dapat dilakukan melalui perangkat input. Informasi tersebut kemudian ditarik oleh perangkat lunak permintaan data dan selanjutnya dalam hitungan detik atau menit sudah dapat ditampilkan dengan format khusus kepada peminta data.

4.  Penyusunan Laporan

Sistem pengolahan data on-line bisa menghasilkan dokumen atau laporan bagaimana yang dihasilkan Batch processing system. Apabila manajemen perlu laporan, komputer dapat mencetak laporan tersebut di bawah kendali program penyusunan laporan.

2.4.6 Perbedaan Batch Processing System dengan Immediate Processing System


Ada dua teknik yang digunakan dalam pengolahan data dalam system informasi berbasis komputerisasi yaitu Batch Processing System dengan Immediate Processing System. Dari kedua teknik ini masing-masing mempunyai perbedaan pokok yaitu :

2.2

Perbedaan Teknik Pengolahan Data Dengan Batch Processing System

 Dan Immediate processing system
	Batch Processing System
	Immediate processing system

	Kelebihan

	Meningkatkan efisiensi pemrosesan, khususnya batch yang besar diproses secara berurutan
	Menyediakan informasi yang up to date yang tersedia setiap saat

	Memungkinkan penggunaan batch total untuk pengawasan yang lebih baik dalam hal akurat dan kelengkapan pemrosesan
	Mengeliminasi kebutuhan penyortiran dan tahap-tahap penjabaran yang tidak perlu

	Penggunaan perangkat keras dan lunak komputer secara efisien
	Memungkinkan transaksi diedit segera setelah diperoleh dan setiap kesalahan dikoreksi tanpa ditunda terlebih dulu

	Kelemahan

	Memungkinkan record dalam file master menjadi ketinggalan zaman, kecuali setelah dilakukan pemrosesan
	Memerlukan perangkat keras dan lunak yang relatif mahal

	Menunda perbaikan kesalahan transaksi dan pemrosesan transaksi yang terpengaruh hingga siklus pemrosesan berikutnya
	Tidak memungkinkan data transaksi didukung oleh pengendalian total batch

	Memerlukan tahap penyortiran yang tidak produktif dan dilakukan sebelum updating
	Memerlukan sistem yang lebih kompleks

	
	Menyebabkan audit lebih kompleks dan sulit dipelihara

	
	Melibatkan entri data yang lebih lambat, khususnya ketika diperlukan pemasukan data


2.4.7  Keterbatasan Pengolahan Data Dalam Sistem Informasi Berbasis
          Komputerisasi


Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer selain memiliki kelebihan juga memiliki keterbatasan diantaranya :

a) Apabila terdapat kesalahan pada program atau proses pemasukan data, hasil yang akan diperolah akan salah dan sangat sulit untuk melacaknya kembali.

b) Membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan atau professional di bidang komputer

c) komputer membutuhkan tenaga listrik untuk pengoperasiannya

d) membutuhkan potensi manusia

2.5 Peranan Pengendalian Intern Perkreditan Berbasis komputerisasi 

       Dalam Menunjang Pemberian Kredit.

Bank merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan, yang mana kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit. Masalah utama yang dihadapi oleh bank adalah ketergantungannya yang besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah yang dipinjam secara kredit. Maka  pihak bank membutuhkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam kegiatan pemberian kreditnya. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu komputer. Dimana computer akan memberikan dampak yang baik terutama dalam mengolah data yang berhubungan dengan penghematan biaya, waktu dan tenaga. Komputerisasi sebagai alat pengolahan data yang menghasilkan informasi dan sekarang sudah banyak diterapkan hampir di setiap lembaga sebagai pengganti sistem manual dengan tujuan utama untuk memperoleh informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat.


Pengendalian intern yang memadai harus didukung oleh adanya komponen-komponen pengendalian yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir tindak lanjut. Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern. Dengan tercapainya tujuan pengendalian intern maka akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Disamping itu jika kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur-unsur pengendalian internnya. Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian intern yang efektif. Ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai.


Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian intern sudah memadai maka akan meningkatkan pelaksanaan pemberian kredit yang baik dan tepat sasaran, sifat hubungan antara pengendalian intern dengan pemberian kredit adalah searah.

14

PAGE  

